
 

  

 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR 25 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI NATUNA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai 

perlu mempertimbangkan  kelas jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil analisis jabatan 

dan evaluasi jabatan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
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Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil  Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri  Sipil (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 164); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Nomor  5887) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72    

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia           

Tahun 2013 Nomor 1636); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
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12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna     

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2021 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN  

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.     

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Natuna. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia   

Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati  Natuna. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintah. 

6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan 

tingkat seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian 

susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda 

dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal 

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat 

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan 

sebagai dasar penggajian. 
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BAB II 

KELAS JABATAN 
 

 

 

 

Pasal 2 

Kelas Jabatan struktural dan jabatan fungsional dan jabatan 

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan (Berita 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 12) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

 
 

 

 

 Ditetapkan di Ranai 

 pada tanggal 12 Januari 2022 
 

 

 BUPATI NATUNA, 

  

     ttd 

 WAN SISWANDI 

 

Diundangkan di Ranai  

pada tanggal 12 Januari 2022  
 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 

 

   ttd  
  

BOY WIJANARKO VARIANTO  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 110 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
SUHERMAN. SH 

NIP. 197203172000121002 

 


